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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

ا ن´ ذِي   ال ن اِ ا´ ٰ  حتِ  عمِلوُا´ و´ منوُ  دِي هِم  ´ي الّٰصلِ  رِي  ´ت م  “ مانهِِ ´ بِاِي   ربُّهُم  ´ ه  تهِِمُ ´ت مِن   ج  ٰ   ح  هرُ ´ال  نتِ ´ ي  فِ  ن    ٩۝ عِي مِ  الن جّٰ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya 

diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang 

penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai” 

(Q.S Yunus: 9) 

 

 

“The pain you feel now can't be compared 

to the happiness that will come to you” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Hukum merupakan kumpulan yang berisi peraturan yang bersifat memaksa 

terdiri dari norma-norma yang harus di taati serta sanksi-sanksi yang diberikan jika 

melanggar dari norma tersebut. Definis hukum menurut Immanuel Kant yaitu "hukum 

jalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu 

dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti 

peraturan hukum tentang kemerdekaan".1 Negara Indonesia adalah negara hukum yang 

demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tanpa kecualinya. 

Hukum berperan untuk menjaga kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Proses penegakan hukum 

melibatkan semua subjek hukum dan semua hubungan hukum dalam arti luas. 

Siapapun yang mengikuti aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku adalah menegakkan aturan hukum.2 

 

1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), hlm. 36. 
2 Ach.Fadlail, “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Pengak Hukum agar 

Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 332. 

 

1 



2 
 

 
Hukum positif atau stellingsrecht merupakan suatu kaidah yang berlaku 

sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan 

akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.3 Menurut J.H.P. 

Bellefroid, “Hukum Positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup 

kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk 

masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya”.4 

Dengan adanya hukum positif yang berlaku maka adanya pengenaan sanksi 

yang di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar 

peraturan dan norma-norma hukum dengan tujuan agar terciptanya lingkungan yang 

aman serta damai di dalam kehidupan bermasyarakat. Pidana sebagai hukum positif 

Indonesia dikenal dengan berbagai jenis pidana, di dalam KUHP (Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana) lama yang di atur didalam Pasal 10 menjelaskan bahwa jenis 

pidana pokok yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, 

pidana tambahan dan pencabutan hak-hak tertentu. Sedangkan dalam KUHP baru Pasal 

65 menjelaskan jenis pidana pokok yakni pidana penjara, pidana tutupan, pidana 

pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial. 

KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama mengatur mengenai pidana 

penjara sebagai pidana pokok, pidana penjara adalah bagian dari salah satu hukuman 

yang diberikan kepada seseorang terpidana yang telah dijatuhkan putusan pengadilan 

 

3 H. Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan 

Politik Hukum Nasional, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara, 2016), hlm. 4. 
4 Ibid. 
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yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dengan tujuan agar terpidana 

memiliki efek jera serta untuk membina menjadi orang yang berguna saat memasuki 

kehidupan di tengah masyarakat. 

Upaya yang dilakukan dalam membimbing dan mengayomi narapidana 

memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang berlaku 

pada saat ini secara konseptual historis bertentangan dengan sistem kepenjaraan pada 

masa lalu yang lebih mengutamakan unsur pembalasan dari pada pembinaan dan 

bimbingan. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, 

anak dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi 

pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan 

pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan 

hak asasi manusia.5 Hal ini merupakan penjabaran dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai pengertian dari 

sistem pemasyarakatan. 

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan 

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga 

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 

jawab. Maksud "berintegrasi secara sehat dengan masyarakat" adalah pemulihan 

 

 

 

 

5 Bambang Waluyo, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), 

hlm. 2. 
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kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.6 Dengan adanya 

sistem pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk membimbing, mengayomi, serta 

pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana yang melakukan tindak pidana 

narkotika. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk 

yang padat serta termasuk sasaran yang tepat untuk tempat mengedarkan dan 

menyalahgunakan narkotika secara ilegal. Tindak pidana narkotika merupakan salah 

satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pada hakikatnya narkotika 

memiliki manfaat yang besar bagi manusia, khususnya didalm bidang kesehatan dalam 

pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dengan 

semakin seiring perkembangan zaman narkotika banyak disalahgunakan dalam 

pemakaiannya terutama untuk hal-hal negatif. 

Grafik 1.1: Data statistik kasus narkoba di Indonesia 
 

Sumber:  https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba. 
 

 

6 Andi Marwan Eryansyah, Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemulihan 

terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perpektif Hak Asasi manusia), (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 

2021), hlm. 27. 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba
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Sesuai dengan gambar grafik di atas menjelaskan bahwa adanya peningkatan 

drastis kasus narkotika yang terjadi dari tahun 2009 hingga tahun 2018 yang mencapai 

1.039 kasus. Namun setalah tahun 2018 adanya penurunan kasus narkotika yaitu pada 

tahun 2019, jumlah kasus turun menjadi 951 kasus kemudian terus turun hingga pada 

tahun 2021 hingga 766 kasus. Pada tahun 2022 terlihat adanya peningkatan Kembali 

menjadi 879 kasus.7 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.8 Peraturan mengenai 

narkotika itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau 

perbuatan yang berhubungan dengan:9 

1. Narkotika,dan 

 

2. Prekusor narkotika 

 

Berdasarkan ruang lingkup tersebut,maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga 

golongan, yang meliputi:10 

 

7 BNN, “statistik kasus narkoba di Indonesia” https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data- 

statistik-kasus-narkoba. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2024. 
8 Krisnawati, Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia, (Surabaya: Media 

Edukasi Creative, 2022), hlm. 8. 
9 Taroman Pasyah, Hukum Pidana Di Luar KUHP, (Palembang: Noer Fikri, 2020), hlm. 74. 
10 Ibid. 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba
https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba
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1. Narkotika golongan I 

 

2. Narkotika golongan II 

 

3. Narkotika golongan III. 

 

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Dadang Hawari, 

dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:11 

1. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini 

gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang 

yang kepribadiannya tidak stabil. 

2. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya 

pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi 

pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal. 

3. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi 

disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman 

sebaya (peer group presure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa 

adalah remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Riza Alifianto Kurniawan, Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 3-4. 
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Grafik 2.2: Data statistik kasus narkoba provinsi Sumatera Selatan 
 

 

Sumber:  https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba. 

 

Sesuai dengan gambar grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009 

hingga 2003 tidak ditemukan nya kasus narkotika yang terjadi di Sumatera Selatan. 

Namun pada tahun 2014 hingga tahun 2016 adanya peningkatan kasus yang mencapai 

63 kasus, setelah itu terjadi penurunan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2017 

yang tercatat 43 kasus. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 67 kasus. Setelah itu, 

tahun 2019 hingga tahun 2022 tejadi penurunan kasus narkotika yang menjadi 36 

kasus.12 

Banyuasin adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang. Letak geografis 

Kabupaten Banyuasin yang demikian yang menempatkan Kabupaten Banyuasin pada 

 

12 BNN, “Stastik Kasus Narkotika di Sumatera Selatan”, 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba. Diakses pada tanggal 02 Oktober 

2024. 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba
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posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun 

pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten 

Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang tenletak di Jalur Lintas Timur.13 Pada 

tahun 2022 Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safii mengaku Satnarkoba Polres 

Banyuasin dari Januari hingga bulan November telah mengungkap 72 kasus dan 

sebagian sudah di limpahkan ke kejaksaan.14 Berdasarkan Data BPS Tahun 2023, 

penduduk kabupaten Banyuasin yang berusia 15-64 tahun berjumlah 574.011 jiwa 

dengan angka prevalensi 1,73% artinya ada 9.930 jiwa yang pernah pakai narkoba di 

kabupaten Banyuasin.15 Pada tahun 2024 Polres Banyuasin melalui SatRes Narkoba 

Polres Banyuasin berhasil menangkap 31 pelaku narkoba dan amankan 1,2 kg sabu, 

2.026,5 butir 38 Gram periode Juli hingga September.16 

Untuk meningkatkan pengendalian pengerdaran narkoba dan pengawasan 

terhadap penyalahgunaan narkotika diperlukan nya upaya yang dilakukan secara 

bersama-sama antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan 

penerapan sanksi pidana yang diiringi dengan upaya rehabilitasi. 

 

 

13 Banyuasin Kab, “Letak Geografis Banyuasin”, https://banyuasinkab.go.id/letak-geografis- 

banyuasin/. Diakses pada tanggal 19 September 2024. 
14 M. Ardiansytah, " M. Ardiansytah, “11 Bulan Polres Banyuasin Ungkap 72 Kasus Narkoba, 

Peredaran Terbanyak di Wilayah Betung”, https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/02/11-bulan-polres- 

banyuasin-ungkap-72-kasus-narkoba-peredaran-terbanyak-di-wilayah-betung. Diakses pada tanggal 18 

Januari 2025. 
15 BNN, “Bimbingan Teknis Pada Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Desa Sungsang 

Sumatera Selatan”, https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-rawan- 

narkoba-di-desa-sungsang-kab-banyuasin-sumatera-selatan. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025. 
16 Banyuasin Kab, “ POLRES Banyuasin Ungkap 25 Tindak Pidana Narkotika”, 

https://banyuasinkab.go.id/2024/09/bravo-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-25-tindak-pidana- 

narkotika/. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025. 

https://sumsel.tribunnews.com/tag/kapolres-banyuasin
https://sumsel.tribunnews.com/tag/imam-safii
https://banyuasinkab.go.id/letak-geografis-banyuasin/
https://banyuasinkab.go.id/letak-geografis-banyuasin/
https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/02/11-bulan-polres-banyuasin-ungkap-72-kasus-narkoba-peredaran-terbanyak-di-wilayah-betung
https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/02/11-bulan-polres-banyuasin-ungkap-72-kasus-narkoba-peredaran-terbanyak-di-wilayah-betung
https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-rawan-narkoba-di-desa-sungsang-kab-banyuasin-sumatera-selatan
https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-rawan-narkoba-di-desa-sungsang-kab-banyuasin-sumatera-selatan
https://banyuasinkab.go.id/2024/09/bravo-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-25-tindak-pidana-narkotika/
https://banyuasinkab.go.id/2024/09/bravo-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-25-tindak-pidana-narkotika/
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Terpidana penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki 

hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang, salah satunya 

adalah dengan adanya pemberian remisi. Pemberian remisi merupakan hak yang di 

berikan kepada narapidana, karena penjantuhan sanksi perampasan kemerdekaan 

merupakan pembatasan yang bersifat sementara.17 

Remisi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Yasona H. Laoly dalam laporan berita Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 

Kementerian Hukum dan HAM (2019) bertujuan untuk:18 

a. Memenuhi hak narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

(ABH); 

b. Apresiasi terhadap narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

(ABH) yang telah berhasil menunjukan perubahan perilaku, memperbaiki 

kualitas, dan meningkatkan kompetensi diri dengan mengembangkan 

keterampilan untuk dapat hidup mandiri; 

c. Memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, 

pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat; 

d. Menghemat anggaran negara (anggaran makan narapidana dan ABH). 
 

 

 

 

 

 

17 M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 331. 
18 Khayatul, Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi, (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm. 25. 
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Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada 

warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga 

binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang 

telah dilakukan, remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.19 

Pada pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika harus 

memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 

Tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun syarat-syarat 

dan ketentuan khusus pada Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut oleh 

Makhamah Agung dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh 

bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak 

overcrowded di Lapas20. 

Dijelaskan didalam peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat, narapidana tindak pidana narkotika harus memenuhi syarat-syarat yang 

 

19 Ainuddin, “Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif 

Hak Asasi Manusia”, Unizar Law review, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 44. 
20 https://law-justice.co/artikel/118766/mahkamah-agung-batalkan--cabut-pp-pengetatan- 

remisi-bagi-koruptor/. Diakses pada tanggal 01 September 2024. 

https://law-justice.co/artikel/118766/mahkamah-agung-batalkan--cabut-pp-pengetatan-remisi-bagi-koruptor/.%20%20Diakses
https://law-justice.co/artikel/118766/mahkamah-agung-batalkan--cabut-pp-pengetatan-remisi-bagi-koruptor/.%20%20Diakses
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telah diatur didalam Pasal 5 yang dijelaskan bahwa syarat pemberian remisi terhadap 

narapidana tindak pidana narkotika harus berkelakuan baik, telah menjalani masa 

pidana lebih dari 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 

6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal remisi.21 Didalam kebijakan ini tidak 

mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh 

narapidana tindak pidana narkotika untuk mendapatkan remisi, seperti narapidana 

tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana 

penjara paling singkat 5 tahun harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum 

untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. 

Fungsi pemidanaan tidak hanya untuk memenjarakan pelaku agar jera, tetapi 

juga usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model keadilan 

restoratif. Karena itu, hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan bagi semua warga 

binaan, kecuali hal itu dicabut berdasarkan putusan pengadilan.22 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat yang diselenggarakan 

fungsi pembinaan terhadap narapidana. Tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut 

sistem pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara 

manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan 

narapidana yang dilaksanakan bersadarkan sistem pemasyarakatn bertujuan untuk 

 

21 Muhammad Fadhil, Yusrizal dan Budi Bahreisy, “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap 

Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireuen”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Malikussaleh, Vol. 12 No. 1 (2024), hlm. 5. 
22 Tri Meilani Ameliya, “LPSK sambut baik putusan MA mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012”, 

https://www.antaranews.com/berita/2493937/lpsk-sambut-baik-putusan-ma-mencabut-pp-nomor-99- 

tahun-2012. Diakses pada tanggal 19 September 2024. 

https://www.antaranews.com/berita/2493937/lpsk-sambut-baik-putusan-ma-mencabut-pp-nomor-99-tahun-2012.%20%20Di
https://www.antaranews.com/berita/2493937/lpsk-sambut-baik-putusan-ma-mencabut-pp-nomor-99-tahun-2012.%20%20Di
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mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga 

yang taat dan patuh terhadap hukum.23 Dalam pengajuan remisi merupakan tanggung 

jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan yang dilakukan 

terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melalui proses 

penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan 

apakah dia seorang koruptor, narkoba, terorisme atau terpidana lainnya. 

Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika hanya ada dua di provinsi 

Sumatera Selatan. Penulis mengambil sampel di Lembaga Pemasyaraatan khusus 

Narkotika kelas II B yang ada di Banyuasin tepatnya yang berada di Jl. Tanjung Sari 

RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Lembaga 

ini berada di dalam naungan Kementrian Hukum dan HAM. Lapas memiliki fungsi 

pembinaan dan pengamanan dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku.24 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang 

khusus nya dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yang melakukan tindak 

pidana narkotika mulai dari pengedar, penguna dan pemakai. 

Pada HUT RI ke- 78 Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin memberikan remisi 

kepada 784 warga binaan. Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin memberikan remisi 

kepada 985 warga binaan pada HUT RI ke- 79. Kepala Lapas Narkotika Kelas II B 

 

 

23 Kasmanto Rinaldi, Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan, (Batam: 

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), hlm. 17. 
24 Umar Anwar Racmayanthy, Politik Hukum dan Pemasyarakatan (kebijakan, tata laksana, 

dan Solusi), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 26. 
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Banyuasin, Luhur Pambudi mengucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan 

beliau berpesan "Semoga pemberian remisi ini dapat memotivasi narapidana lain yang 

belum mendapatkan remisi, untuk segera memperbaiki sikap selama menjalani pidana 

di penjara dengan aktif mengikuti setiap program pembinaan, karena demikianlah 

syarat untuk mendapatkan remisi" pungkasnya. 25 

Dicabutnya persyaratan dan ketentuan khusus dalam pemberian remisi yang 

diatur Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikarenakan mengingkari asas 

kesamaan hak di depan hukum yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana 

kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa terutama narapidana 

tindak pidana narkotika. Lalu, digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 sebagai dasar hukum yang 

digunakan saat ini. Kemudian, memunculkan pertanyaan terkait dengan dicabutnya 

mengenai persyaratan dan ketentuan khusus yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 

99 Tahun 2012, apakah dalam pelaksanaan nya di Lapas Narkotika Kelas II B 

Banyuasin akan optimal karena dalam pemberian remisi tidak lagi menggunakan dasar 

hukum yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Lapas Banyuasin, “ Lapas Narkotika Banyuasin memberikan Remisi Khusus HUT RI ke- 

79”, https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-narkotika-banyuasin-melakukan- 

pemberian-remisi-khusus-hut-ri-ke-79-bagi-narapidana. Diakses pada tanggal 01 September 2024. 

https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-narkotika-banyuasin-melakukan-pemberian-remisi-khusus-hut-ri-ke-79-bagi-narapidana
https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-narkotika-banyuasin-melakukan-pemberian-remisi-khusus-hut-ri-ke-79-bagi-narapidana
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Berdasarkan uraian diatas maka yang melatarbelakangi penulis untuk 

membahas lebih lanjut dalam penelitian mengenai “Kebijakan Remisi terhadap 

Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin“. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan dalam pemberian remisi bagi narapidana yang ada di 

Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian kebijakan remisi di Lapas 

Narkotika II B Kelas Banyuasin? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun Tujuan Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 

 

1. Untuk menganalisis kebijakan dalam pemberian remisi bagi narapidana 

yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menelaah faktor apa saja yang mempengaruhi 

pemberian kebijakan remisi terhadap narapidana yang ada di Lapas 

Narkotika Kelas II B Banyuasin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoretis, memberikan referesi baru serta wawasan pengetahuan bagi 

mahasiswa lainnya mengenai kebijakan remisi terhadap narapidana yang 
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ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin bedasarkan Peraturan yang 

berlaku saat ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi kepada khalayak umum mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana 

narkotika. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi para pembaca yaitu 

akademisi dan masyarakat umum mengenai bagaimana kebijakan remisi 

terhadap tindak pidana narkotika yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B 

Banyuasin. 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang akan 

dikaji yaitu mengenai kebijakan dalam pemberian remisi terhadap tindak pidana 

narkotika di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi dalam pemberian kebijakan remisi terhadap narapidana tindak 

pidana narkotika yang di tinjau dari kebijakan yang digunakan dalam 

memberikan remisi. 

F. Kerangka Teoritik 

 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Secara teori, banyak doktrin yang dikemukan oleh para ahli terkait 

dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa 

istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” 
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(Belanda). Sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan 

istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “penal 

policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.26 

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik 

hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, "Politik Hukum" 

adalah: 27 

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan 

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

Menurut A. Mulder, "Strafrechtspolitiek" ialah garis kebijakan untuk 

menentukan: 28 

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 

atau diperbarui. 

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
 

 

 

 

26 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep 

KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm. 26. 
27 Ibid. 
28 Ibid., hlm. 27. 
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c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan. 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya 

juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu 

sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula 

dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). 29 

Teori ini sesuai dengan penelitian yang akan diangkat penulis karena 

penelitian ini akan mengkaji terkait kebijakan remisi terhadap narapidana tindak 

pidana narkotika yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin. Kebijakan 

remisi itu sendiri memiliki keterkaitan dengan kebijakan hukum pidana, yang 

dimana kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para 

ahli merupakan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana 

yang baik pada hakikatnya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

 

Efektivitas hukum merupakan konsep yang berkaitan dengan 

bagaimana hukum bekerja di masyarakat, dan secara spesifik bagaimana 

hukum itu ditaati. Efektivitas hukum adalah keadaan di mana hukum dengan 

segala perangkat dan bentuknya ditaati atau dijalankan oleh masyarakat 

maupun aparatur (pemerintah, penyelenggara negara) sebagai subjek hukum. 

 

29 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di 

Indonesia, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 40. 



18 
 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ukuran efektivitas 

hukum adalah ketaatan terhadap hukum itu sendiri baik ketaatan terhadap 

aturan yang bersifat tertulis maupun terhadap norma tidak tertulis yang berlaku 

di masyarakat.30 

Konsep Anthoni Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada 

perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 

dirancang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

keberhasilan dan kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam 

pelaksanaan dan penerapan hukum.31 Menurut Achmad Ali, Ketika kita ingin 

mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus dapat 

mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, 

jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan 

adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati 

itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 

keefektivitasannya.32 

 

 

 

 

30 Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, Pengantar Teori Hukum Dasar-dasar dan 

Perkembangan Toeri Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 

100. 
31 Mardani, Teori Hukum dari Toeri Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer, (Jakarta: 

Kencana, 2024), hlm. 328. 
32 Ibid., hlm. 329. 
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Teori efektivitas hukum memiliki relevansi yang signifikan terhadap 

penelitian ini, karena penelitian difokuskan pada mengidentifikasi dan 

menelaah terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pemberian remisi, serta 

pada penilaian terhadap sejauh mana hukum dapat diwujudkan secara efektif 

melalui implementasi kebijakan remisi di Lembaga Pemasyarakatan 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian hukum normatif empiris merupakan pendekatan yang 

menggabungkan elemen-elemen dari dua jenis penelitian hukum yang berbeda, 

yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode ini 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu 

hukum dengan menggabungkan analisis normatif (berfokus pada teori hukum, 

konsep, dan prinsip) dengan data empiris (berfokus pada fakta dan realitas 

praktis).33 Penelitian normatif empiris yang penulis pilih dalam penelitian ini 

dikarenakan melibatkan analisis terhadap kebijakan mengenai remisi serta 

melibatkan pengumpulan data-data untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta 

yang penulis butuhkan di samping menganalisis kebijakan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

33 Mahlil Adriaman, et al. Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Sumatera Barat: Yayasan 

tri edukasi ilmiah, 2024), hlm. 155. 



20 
 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian in adalah menggunakan 

metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan sosiologis 

(socio legal research). Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu 

hukum dalam penelitian ini konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat 

pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.34 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang 

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja 

didalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang 

hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang 

ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.35 

3. Jenis dan Sumber Data 

 

a. Data Primer 

Dalam memperoleh data primer melalui pengamatan serta wawancara yang di 

lakukan secara langsung dengan petugas Lapas Narkotika Kelas II B 

Banyuasin mengenai kebijakan remisi yang di berikan terhadap narapidana 

dan narapidana yang menerima remisi. 

b. Data Sekunder 

 

34 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali press, 

2018), hlm. 90. 
35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87. 
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Data sekunder terdiri atas: 

 

1) Bahan Hukum Primer 

 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu: 

 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981; 

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 

LN. 2022/ No. 165, TLN No. 6811; 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan, LN. 2012 No. 225, TLN No. 5359; 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN. 

 

2009/ No. 143, TLN NO. 5062; 

 

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 

Tentang Remisi, LN. 1999/ No. 223; 

g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 

perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 

03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 
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Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, BN. 2023/ No. 309. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 

Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum 

primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.36 Dalam skripsi ini 

penulis juga menggunakan jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber 

hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. 

 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

 

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks 

kumulatif, dan sebagainya.37 

4. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang penulis pilih untuk mendapatkan data-data yang akurat yaitu 

Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika yang terdapat di wilayah Sumatera 

Selatan khusus nya berada di daerah Banyuasin terdapat di Jl. Tanjung Sari RT. 

029 RW. 006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Untuk 

memperoleh  informasi  mengenai  pelaksaaan  pemberian  remisi  terhadap 

 

 

36 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23. 
37 Ibid., hlm. 24. 
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narapidana narkotika serta faktor yang mempengaruhi dalam pemberian remisi 

terhadap narapidana narkotika. 

5. Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Lapas Narkotika kelas II B 

Banyuasin dan narapidana tindak pidana narkotika yang telah menerima remisi. 

b. Sampel 

 

Dalam penelitian ini adapun yang dijadikan sampel adalah adalah Kepala Lapas 

Narkotika Kelas II B Banyuasin, pegawai Subseksi Registrasi dan Bimbingan 

Kemasyarakatan serta narapidana tindak pidana narkotika yang menerima 

remisi. 

6. Teknik Analisis Data Penelitian 

 

Dalam menganalisis data teknik yang penulis digunakan yaitu metode analisis 

data kualintatif. Studi kualitatif biasanya melibatkan data hasil studi kepustakaan, 

hasil wawancara, partisipasi dan observasi tanpa pengukuran secara instrumental 

dan formal.38 Studi/analisa kualitatif dilakukan melalui perantaraan interpretasi 

 

 

 

 

 

38 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 08, No. 8 (2021), hlm. 

2475. 
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manusia, tradisi kualitatif ini mengeksplorasi makna dan pemahaman suatu 

fenomena dari pengalaman mereka yang telah mengalaminya sendiri.39 

7. Penarikan Kesimpulan 

 

Kesimpulan merupakan tahapan akhir berupa hasil yang didapatkan dari 

analisis yang dilakukan menggunakan kerangka pemikiran yang berasal dari 

sebuah proses penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan yang 

digunakan adalah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat secara khusus kemudian ke hal-hal yang bersifat yang lebih umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Ibid. 
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